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Abstract: Poverty among foreign nationals is an increasingly pressing global issue that is ofien overlooked in

public policy. This study examines government policies designed to address poverty among migrants and refugees
and their impact on their economic well-being. The main focus of the study is to highlight the effectiveness of
different policy approaches that have been implemented in different countries and identify best practices that can

be adapted to different national contexts. Through an analysis of existing policies in several countries, including
Germany and Canada, and relevant case studies, the study finds that approaches based on social and economic
integration, employment, and direct assistance can play a significant role in reducing poverty among foreign

nationals. The results show that policies that involve collaboration between governments, non-governmental
organizations, and local communities are often more effective in achieving the desired outcomes. This study aims

to provide evidence-based recommendations for future development policies that are more inclusive and effective.

In doing so, it is hoped that this study will contribute to improving the economic well-being of foreign nationals
and assist governments in designing policies that are more responsive to the needs of this group.
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Abstrak : Kemiskinan di kalangan warga negara asing adalah isu global yang semakin mendesak namun sering
kali terabaikan dalam kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah yang dirancang untuk
mengatasi kemiskinan di kalangan migran dan pengungsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi
mereka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan kebijakan
yang telah diterapkan di negara-negara berbeda dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat
diadaptasi untuk konteks nasional yang berbeda. Melalui analisis kebijakan yang ada di beberapa negara,
termasuk Jerman dan Kanada, serta studi kasus yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan
berbasis integrasi sosial dan ekonomi, pelatihan kerja, serta bantuan langsung dapat memainkan peran penting
dalam mengurangi kemiskinan di kalangan warga negara asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sering kali lebih
efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis
bukti untuk pengembangan kebijakan di masa depan yang lebih inklusif dan efektif. Dengan demikian,
diharapkan penelitian ini dapat berkontribusiterhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi warga negara
asing dan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok
tersebut.

Kata Kunci: Kemiskinan, Migran, Pengungsi, Integrasi Sosial, Praktik Terbaik.

1. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan isu multidimensional yang mempengaruhi berbagai
lapisan masyarakat di seluruh dunia. Namun, dalam konteks negara-negara maju dan
berkembang, perhatian seringkali terfokus pada warga negara domestik, sementara
tantangan yang dihadapi oleh warga negara asing sering kali kurang mendapatkan sorotan
yang memadai. Kewarganegaraan dan kemiskinan merupakan dua isu yang saling

berkaitan, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi
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kemiskinan di kalangan warga negara asing. Penelitian ini berfokus pada bagaimana
kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi dan mengurangi kemiskinan di antara
kelompok tersebut.

Masalah kemiskinan di kalangan warga negara asing sering kali diabaikan dalam
kebijakan publik karena mereka sering kali tidak memiliki hak suara atau akses penuh
terhadap berbagai program sosial yang ada. Padahal, warga negara asing, terutama migran
dan pengungsi, seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan
dengan penduduk lokal. Beberapa di antaranya mungkin mengalami diskriminasi di pasar
kerja, kesulitan dalam mengakses layanan sosial, atau bahkan ketidakpastian hukum yang
menghambat kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Menurut laporan Bank Dunia.(2023). Global Migration and Remittances
Factbook. Washington D.C., sekitar 70 juta migran internasional hidup dalam kondisi
kemiskinan ekstrem, yang menggambarkan skala masalah ini secara global.Seperti yang
telah tercantum dalam Eurostat. (2022). Migrants and their descendants- integration
indicators. Brussels: European Commission. Di Eropa, misalnya, imigran menghadapi
tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lokal, dengan
perbedaan yang signifikan terlihat dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan
layanan Kesehatan.Dalam OECD. (2021). International Migration Outlook. Paris: OECD
Publishing. Menyatakan bahwa di negara- negara seperti Amerika Serikat dan Kanada,
meskipun ada berbagai kebijakan yang mendukung integrasi migran, tantangan tetap ada
dalam hal pencapaian kesejahteraan ekonomi bagi kelompok ini.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, berbagai pendekatan telah diadopsi untuk
menangani kemiskinan di kalangan warga negara asing. Pendekatan ini termasuk
kebijakan integrasi sosial dan ekonomi, program pelatihan kerja, serta bantuan langsung
dalam bentuk tunjangan dan akses ke layanan dasar. Namun, efektivitas kebijakan-
kebijakan tersebut sering kali bergantung pada bagaimana mereka dirancang dan
diimplementasikan, serta pada konteks sosial dan ekonomi spesifik dari masing-masing
negara.

Salah satu alasan ilmiah untuk penelitian ini adalah untuk memahami dan
mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah yang ada serta dampaknya terhadap
pengurangan kemiskinan di kalangan warga negara asing. Penelitian ini juga bertujuan
untuk mengidentifikasi best practices dan kebijakan yang paling efektif, serta untuk
memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan kebijakan di masa depan.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis berbagai model kebijakan yang telah
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diterapkan di negara lain serta mengkaji hasilnya secara kritis.

Contoh dari kebijakan yang berhasil diadopsi di negara lain dapat memberikan
wawasan berharga.Mengkutip dalam Migrationsrat. (2023). Integrationspolitik in
Deutschland: Erfolge und Herausforderungen. Berlin: Migrationsrat. Di Jerman,
misalnya, program integrasi untuk pengungsi dan migran telah menunjukkan hasil positif
dalam hal peningkatan partisipasi di pasar kerja dan akses ke layanan sosial. Di Kanada,
pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan organisasi non-pemerintah dalam
penyediaan dukungan ekonomi dan sosial kepada migran juga telah terbukti efektif dalam
membantu kelompok ini keluar dari kemiskinan.

Dalam kerangka penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola dan praktik
terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks nasional yang berbeda. Ini akan memberikan
kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif

untuk mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing di berbagai belahan dunia.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah
dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing dan mengidentifikasi
praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di berbagai konteks nasional. Untuk
mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa tahap

sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus.
Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai
kebijakan pemerintah yang diterapkan di negara-negara berbeda dan untuk mengevaluasi
dampaknya secara detail,yang mengkutip dari Stake,R.E. (1995). The Art of Case Study

Research. Sage Publications.

Sumber Data
Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk:
- Studi Literatur: Tinjauan literatur yang relevan dari buku, jurnal ilmiah, laporan
kebijakan, dan dokumen pemerintah. Fokus utama adalah literatur dari lima tahun
terakhir untuk memastikan relevansi dan pembaruan data.

- Data Sekunder: Statistik dan laporan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia,
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OECD, UNHCR, serta data nasional dari lembaga statistik pemerintah. Mengkutip
dari OECD.(2021). International Migration Outlook 2021. Paris: OECD Publishing.
Wawancara Mendalam:Seperti yang telah dikemukakan oleh RubinH.J., &
Rubin,1.S. (2012). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (3™ ed.). Sage
Publications. Wawancara dengan ahli kebijakan, akademisi, dan praktisi yang
berpengalaman dalam pengembangan kebijakan integrasi sosial dan ekonomi untuk
migran dan pengungsi.

Studi Kasus: Analisis kasus kebijakan yang diterapkan di negara- negara yang dipilih
seperti Jerman, Kanada, dan negara-negara lain dengan kebijakan relevan yang dapat
memberikan wawasan tentang efektivitas pendekatan yang berbeda.(Flyvbjerg,B.

(2011).Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge University Press.)

Seleksi Kasus Studi
Studi kasus dipilih berdasarkan kriteria berikut:

o Keberagaman Pendekatan Kebijakan: Memilih negara-negara yang memiliki

berbagai pendekatan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga
negara asing.

Ketersediaan Data: Negara-negara yang memiliki data yang cukup mengenai hasil
dan dampak kebijakan yang diterapkan.

Relevansi Konteks: Negara-negara yang memiliki konteks sosial dan ekonomi yang
berbeda untuk memberikan perspektif yang luas mengenai kebijakan yang
diterapkan. (Gerring,J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices.
Cambridge University Press.)

Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis konten dan

analisis tematik. Proses analisis meliputi:

o Pengkodean dan Kategorisasi: Mengkategorikan informasi berdasarkan tema dan

variabel yang relevan untuk mengidentifikasi pola dan tren. (Saldana,J.(2016). The
Coding Manual for Qualitative Researchers (3" ed.). Sage Publications.)

Evaluasi Dampak: Menilai hasil dan dampak dari kebijakan yang diterapkan di
negara-negara studi kasus, termasuk keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu
diperbaiki. (Patton,M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods (4"
ed.).Sage Publications.)
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o Perbandingan Kasus: Membandingkan kebijakan dan hasil antara berbagai negara
untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pendekatan yang paling efektif.
(George,A.L.,& Bennett,A.(2005). Case Studies and Theory Development in the
Social Sciences. MIT Press.)

Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian:

o Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber data dan metode analisis untuk
memverifikasi temuan. (Flick, U.(2018) An Introduction to Qualitative Research (6"
ed.). Sage Publications.)

o Keterlibatan Ahli: Melibatkan ahli dalam proses analisis untuk mendapatkan
pandangan kritis dan memastikan keakuratan interpretasi data.(Creswell,J W., &
Poth,C.N.(2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Approaches (4™ ed.). Sage Publications.)

Penyusunan Laporan

Dalam  Silverman,D.(2020). Interpreting Qualitative Data (6" ed.). Sage
Publications.) menyatakan bahwa hasil penelitian akan disusun dalam bentuk laporan
komprehensif yang mencakup:
o Temuan Utama: Ringkasan dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan.
o Rekomendasi Kebijakan: Rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan

kebijakan yang lebih efektif.

Pembahasan
Dalam pembahasan ini, kita akan mendalami berbagai aspek kebijakan pemerintah
dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing, mengevaluasi kebijakan
yang diterapkan di negaranegara berbeda, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik
dan tantangan yang dihadapi. Fokus utama adalah pada efektivitas kebijakan, analisis studi
kasus dari negara-negara terpilih, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi migran dan pengungsi.
a. Latar Belakang Kemiskinan di Kalangan Warga Negara Asing
Menurut Castles,S.,de Haas,H., & Miller,M.J.(2014).dalam bukunya yang
berjudul The Age of Migration: International Population Movements in the
Modern Word (5" ed.). Palgrave Macmillan. Menyatakan bahwa kemiskinan di
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kalangan warga negara asing seringkali muncul dari berbagai faktor yang saling
terkait. Migran dan pengungsi sering menghadapi kondisi yang membuat mereka
rentan terhadap kemiskinan, termasuk akses terbatas ke pekerjaan, diskriminasi di
pasar kerja, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam mengakses layanan sosial.
Selain itu, mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan
budaya dan sistem sosial negara tujuan mereka, yang dapat memperburuk kondisi
kemiskinan mereka'.

Di banyak negara, warga negara asing sering kali memiliki akses terbatas
terhadap sumber daya dan layanan yang dapat membantu mereka keluar dari
kemiskinan. Misalnya, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk
mendapatkan tunjangan sosial atau manfaat lain yang tersedia bagi penduduk lokal.
Akibatnya, banyak migran dan pengungsi terjebak dalam siklus kemiskinan yang
sulit dipecahkan tanpa intervensi kebijakan yang efektif.Hal ini ditinjau menurut
laporan penelitian oleh Dempster,H.,& Hargrave,K. (2017). Understanding
Public Attitudes Towards Refugees and Migrants. London:ODI.

b. Evaluasi Kebijakan di Negara Studi Kasus

- Jerman

Menurut laporan tahunan BAMF.(2019). The German Federal Office for
Migration and Refugees Annual Report 2019.Berlin: Federal Office for
Migration and Refugees. Jerman merupakan salah satu negara dengan
kebijakan integrasi migran yang cukup komprehensif. Dalam beberapa tahun
terakhir, Jerman menghadapi arus migrasi yang besar, terutama akibat krisis
pengungsi 2015. Sebagai tanggapan, pemerintah Jerman mengembangkan
serangkaian kebijakan untuk membantu migran dan pengungsi berintegrasi ke
dalam masyarakat. Kebijakan ini termasuk kursus bahasa, pelatihan
keterampilan, dan program integrasi sosial yang dirancang untuk
memfasilitasi partisipasi migran dalam pasar kerja dan masyarakat.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Bevelander,P. (2011). Berjudul
Integrating Refugees in Labor Markets: The Employment Integration of
Refugees,Asylum Claimants,and Family Reunion Migrants in Sweden.
Journal of Refugee Studies,30(1),22-43. Menyatakan bahwa program
integrasi sosial di Jerman, seperti Integrationskurse (kursus integrasi),
menawarkan pelatihan bahasa Jerman dan informasi tentang budaya serta

sistem hukum Jerman. Program ini bertujuan untuk membantu migran
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mengatasi hambatan bahasa dan memahami norma-norma sosial yang
diperlukan untuk berintegrasi secara efektif. Namun, meskipun program ini
berhasil dalam beberapa aspek, tantangan tetap ada, terutama dalam hal
diskriminasi di pasar kerja dan pengakuan kualifikasi profesional.
Diskriminasi di tempat kerja merupakan masalah signifikan di Jerman, dengan
migran sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang
sesuai dengan keterampilan mereka. Bahkan setelah mengikuti kursus
integrasi, banyak migran yang terpaksa bekerja di pekerjaan dengan upah
rendah dan tanpa jaminan kerja yang memadai. Selain itu, pengakuan
kualifikasi profesional dari negara asal seringkali menjadi kendala, yang
menghambat kemampuan migran untuk memanfaatkan keterampilan mereka
secara efektif di Jerman.Hal ini berdasarkan penelitian oleh Frier,D.&
Anspal,S.(2020). The Role of Discrimination in Labor Market Outcomes for
Refugees and Migrants. Migration Policy Institute.

Kanada

Dalam sebuah artikel oleh Reitz,J.G.(2014).The Integration of Immigrants in
Canada: A Model for Other Societies? International Migration
Review,48(2),295-334. Menyatakan bahwa Kanada memiliki pendekatan yang
lebih inklusif terhadap imigrasi dan integrasi, dengan berbagai kebijakan yang
dirancang untuk mendukung kesejahteraan migran dan pengungsi. Program
seperti Immigrant Integration Program dan Settlement Services memberikan
dukungan dalam bentuk pelatihan kerja, bantuan untuk mencari pekerjaan, dan
akses ke layanan sosial. Kanada juga dikenal dengan sistem imigrasi berbasis
poin yang mempertimbangkan keterampilan dan potensi ekonomi calon
imigran, yang membantu memastikan bahwa imigran yang datang memiliki
kemampuan untuk berkontribusi secara positif pada ekonomi Kanada.
Pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan di Kanada juga memainkan
peran penting dalam mendukung integrasi migran.

Organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sering terlibat
dalam menyediakan layanan dan dukungan tambahan bagi migran dan
pengungsi. Misalnya seperti yang terdapat dalam laporan resmi oleh
IRCC.(2021).Evaluation of the Language Intruction for Newcomers to
Canada (LINC) Program.Ottawa: Immigration,Refugees and Citizenship

Canada.,Bahwasannya program LINC (Language Instruction for Newcomers
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to Canada) menawarkan pelatihan bahasa Inggris yang terjangkau bagi
imigran baru, yang membantu mereka beradaptasi dengan lebih baik dan
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di pasar tenaga kerja Kanada.

Studi menunjukkan bahwa migran di Kanada cenderung memiliki tingkat
kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan negaranegara lain dengan
kebijakan migrasi yang kurang inklusif. Ini sebagian besar disebabkan oleh
kombinasi kebijakan integrasi yang efektif dan dukungan komunitas yang luas.
Namun, tantangan tetap ada, seperti perbedaan dalam pengalaman integrasi
berdasarkan latar belakang etnis dan negara asal, serta ketidaksetaraan dalam
akses ke peluang ekonomi dan sosial.Hal ini ditinjau dari sebuah jurnal oleh
HouF.,& Picot,G.(2014), Poverty Dynamics Among Recent Immigrants to
Canada. Canadian Public Policy,40(1),45-64.

Negara-Negara Lain

Studi kasus dari negara lain, seperti Swedia dan Belanda, menunjukkan bahwa
meskipun kebijakan integrasi dapat efektif dalam beberapa aspek, tantangan
tetap ada dalam pelaksanaannya.

Dalam sebuah jurnal oleh Bevelander,P.(2017). The Employment Integration
of Resettled Refugees, Asylum Claimants,and Family Reunion Migrants in
Sweden. International Migration Review,51(3),577-603. Memaparkan bahwa
Swedia memiliki program integrasi yang komprehensif, termasuk pelatihan
bahasa, pendidikan, dan dukungan pekerjaan. Namun, negara ini menghadapi
tantangan dalam hal pengakuan kualifikasi profesional dan integrasi sosial.
Migran sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang
sesuai dengan keterampilan mereka dan menghadapi penghalang budaya yang
dapat memperlambat proses integrasi. Selain itu, kebijakan integrasi di
Swedia sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya dan
pendanaan, yang membatasi efektivitas program-program ini dalam
menjangkau semua migran yang membutuhkan.

Belanda, di sisi lain, telah menerapkan pendekatan berbasis pasar kerja untuk
migran, dengan fokus pada penyediaan pelatihan keterampilan dan bantuan
dalam mencari pekerjaan. Meskipun pendekatan ini membantu migran
mendapatkan pekerjaan, kebijakan ini seringkali terhambat oleh hambatan
birokrasi dan kekurangan dukungan sosial untuk migran yang baru tiba.

Migran di Belanda sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses
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yang memadai ke layanan sosial dan dukungan komunitas, yang dapat
menghambat proses integrasi mereka.Hal ini ditinjau dari sebuah jurnal oleh
Engbersen,G.,& Leerkes,A.(2010).Immigration and Integration in the
Netherlands: The Case of Migrants from Turkey,Morocco,and
Suriname.Journal of Ethnic and Migration Studies,36(3),393-408.

Praktik Terbaik dan Pembelajaran
Berdasarkan analisis kebijakan yang diterapkan di berbagai negara, beberapa
praktik terbaik dapat diidentifikasi:
a. Pendekatan Terintegrasi

Dari sebuah jurnal oleh Ager,A.,& Strang,A.(2008). Understanding
Integration:A Conceptual Framework. Journal of Refugee Studies,21(2),166-
191.Menyatakan bahwa Pendekatan yang menggabungkan pelatihan keterampilan,
kursus bahasa, dan dukungan sosial terbukti lebih efektif dalam membantu migran
berintegrasi dan mengatasi kemiskinan. Program-program ini tidak hanya
memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja tetapi
juga dukungan sosial yang penting untuk membantu migran menyesuaikan diri
dengan masyarakat baru mereka. Program integrasi yang menyeluruh seperti yang
diterapkan di Kanada dan Jerman menunjukkan bahwa kombinasi dari berbagai
bentuk dukungan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan migran.

b. Kolaborasi Multi-Sektor

Gagnon,J.(2020). Dalam jurnalnya yang berjudul Policy Network
Approaches to Migrant Integration: Case Studies from Canada and
Australia.Journal of International Migration,28(4)278-302. Memaparkan bahwa
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sering
kali meningkatkan efektivitas kebijakan. Pendekatan berbasis komunitas yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat mengatasi kekurangan dalam
sistem dukungan pemerintah dan memberikan bantuan yang lebih terfokus dan
relevan. Di Kanada, misalnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-
pemerintah telah berhasil dalam menyediakan layanan dan dukungan yang
diperlukan untuk migran. Model ini dapat diterapkan di negara lain untuk

meningkatkan efektivitas kebijakan integrasi.
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Fleksibilitas dan Adaptasi

Kebijakan yang fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan
lokal dan perubahan kondisi sosial-ekonomi menunjukkan hasil yang lebih baik. Di
Jerman, meskipun terdapat program integrasi yang luas, penyesuaian terhadap
kebutuhan spesifik migran dan perubahan kondisi sosial dapat meningkatkan
efektivitas kebijakan. Pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan migran dan
dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah dapat membantu mengatasi
masalah kemiskinan dengan lebih efektif.Hal ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh
Bakker,L.,Dagevose,J.,& Engbersen,G.(2014). The Importance of Resources and
Security in the Socio-Economic Integration of Refugees.Journal of International

Migration and Integration,15(3),431-448.

Tantangan dan Kesulitan

Meskipun terdapat banyak contoh kebijakan yang sukses, tantangan besar masih

ada, termasuk:

1))

2)

Diskriminasi dan Kesulitan Akses

Diskriminasi di pasar kerja dan kesulitan dalam mengakses layanan sosial
sering kali menghambat kemajuan migran dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan
harus mempertimbangkan cara untuk mengatasi diskriminasi dan memastikan akses
yang adil ke peluang ekonomi dan sosial bagi migran. Di Jerman dan Belanda,
misalnya, diskriminasi di tempat kerja sering kali menjadi kendala utama yang
menghambat kemampuan migran untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan
keterampilan mereka. (Kogan,I.(2006).Labor Market Integration of Immigrants in
Western Europe: Individual,Contextual and Institutional Determinants.Journal of
Ethnic and Migration Studies,32(3),389-408.)
Keterbatasan Sumber Daya

Banyak negara menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menerapkan
kebijakan integrasi secara efektif. Keterbatasan dana dan personel dapat membatasi
kapasitas untuk memberikan dukungan yang memadai kepada semua migran. Di
Swedia, misalnya, keterbatasan pendanaan sering kali membatasi kemampuan
program integrasi untuk menjangkau semua migran yang membutuhkan dukungan.
(Lundberg,L.(2019). Social Spending and Immigrant Welfare: A Comparative Study
in Europe. International Journal of Social Welfare,28(2),123-132.)
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3. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam
mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing dan mengidentifikasi praktik-
praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi migran
dan pengungsi. Berdasarkan analisis kebijakan di negara-negara terpilih seperti Jerman,
Kanada, Swedia, dan Belanda, serta tinjauan literatur dan data relevan, beberapa
kesimpulan utama dapat ditarik:
Efektivitas Kebijakan Integrasi

Bevelander,P.,& Pendakur,R.(2014). Dalam jurnalnya yang berjudul The Labor
Market Integration of Refugees and Family Reunion Migrants: A Comparison of
Outcomes in Canada and Sweden.Journal of Ethnic and Migration Studies,40(5),689-709.
Menyatakan bahwa Kebijakan integrasi yang komprehensif, yang mencakup pelatihan
keterampilan, kursus bahasa, dan dukungan sosial, terbukti lebih efektif dalam mengurangi
kemiskinan di kalangan migran dan pengungsi. Program-program seperti kursus integrasi
di Jerman dan layanan pemukiman di Kanada menunjukkan bahwa kombinasi dari
berbagai bentuk dukungan dapat membantu migran memasuki pasar kerja dan beradaptasi
dengan masyarakat baru mereka. Kebijakan ini, ketika dirancang dan diimplementasikan
dengan baik, dapat mengurangi hambatan yang dihadapi migran dan meningkatkan

kesejahteraan ekonomi mereka.

Pentingnya Kolaborasi Multi-Sektor

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil
memainkan peran kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan integrasi. Pendekatan
berbasis komunitas, seperti yang terlihat di Kanada, yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, dapat mengatasi kekurangan dalam sistem dukungan pemerintah dan
menyediakan bantuan yang lebih terfokus dan relevan. Model ini menunjukkan bahwa
keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan dukungan kepada migran dapat
meningkatkan hasil kebijakan dan membantu mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif.
Dikutip dari jurnal berjudul Policy Network Approaches to Migrant Integration: Case
Studies from Canada and Australia,oleh Gagnon,J.(2929).Journal of International
Migration,28(4),278-302.
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Kebutuhan untuk Fleksibilitas dan Adaptasi

Bakker,L.,Dagevos,J.,& Engbersen,G.(2014). Dalam jurnalnya yang berjudul The
Importance of Resources and Security in the Socio- Economic Integration of
Refugees.Journal of International Migration and Integration, 15(3),431-448. Menyatakan
bahwa kebijakan yang fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal dan
perubahan kondisi sosial-ekonomi menunjukkan hasil yang lebih baik. Di Jerman,
meskipun terdapat program integrasi yang luas, penyesuaian terhadap kebutuhan spesifik
migran dan perubahan kondisi sosial dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.
Fleksibilitas dalam kebijakan dan adaptasi terhadap kondisi yang berubah merupakan
faktor penting dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing dengan lebih

efektif.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan integrasi, tantangan besar masih ada.
Diskriminasi di pasar kerja, keterbatasan sumber daya, dan masalah integrasi sosial
seringkali menghambat kemajuan migran dalam mengatasi kemiskinan. Diskriminasi di
tempat kerja, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan,
dan pengakuan kualifikasi profesional merupakan masalah signifikan yang harus diatasi
untuk meningkatkan kesejahteraan migran.Hal ini diutarakan oleh Kogan,1.(2006).dalam
Jjurnalnya yang berjudul Labor Market Integration of Immigrants in Western Europe:
Individual,Contextual and Institutional Determinants. Journal of Ethnic and Migration
Studies,32(3),389-408. Selain itu, keterbatasan dana dan personel dapat membatasi
kapasitas pemerintah untuk memberikan dukungan yang memadai kepada semua migran,
sementara masalah integrasi sosial seperti isolasi budaya dan kesulitan bahasa juga
berkontribusi pada kemiskinan yang berkelanjutan. (Lundberg,L.(2019).Social Spending
and Immigrant Welfare: A Comparative Study in Europe.International Journal of Social

Welfare,28(2),123-132,)
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Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga
negara asing:

o Pengembangan Program Integrasi yang Komprehensif: Pemerintah harus
mengembangkan program integrasi yang menyeluruh yang mencakup pelatihan
keterampilan, dukungan sosial, dan akses ke layanan dasar. Program ini harus
dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik migran dan dapat menyesuaikan diri
dengan kondisi lokal yang berubah. (Castles,S.,& de Haas,H.(2020). Integration
Policies in Europe: Comperative Studies and New Models.Journal of Migration
Policy and Practice,15(1),25-43.)

o Peningkatan Kolaborasi Multi-Sektor: Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah,
sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa migran
mendapatkan dukungan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
(Papageorgiou,A.(2023). Access to Social Services for Immigrants: Comparative
Insights from Scandinavia.Social Policy & Administration,57(1),45-62.)

o Penghapusan Hambatan Diskriminasi: Implementasi kebijakan antidiskriminasi dan
langkah-langkah untuk memastikan akses yang setara ke peluang ekonomi dan
sosial bagi migran. (Heath,A.F.,& Cheung,S.Y.(2007). Unequal Chances: Ethnic
Minorities in Western Labour Markets.Oxford University Press.)

o Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas: Menyediakan sumber daya yang cukup
untuk mendukung program-program integrasi dan memastikan bahwa kebijakan
dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. (Ruhs,M.,& Anderson,B.(Eds.).
(2010). Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages,Immigration,and Public
Policy. Oxford University Press.)

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi
kemiskinan di kalangan warga negara asing harus mempertimbangkan berbagai faktor
yang mempengaruhi kesejahteraan migran dan pengungsi. Dengan mengadopsi praktik
terbaik dan mengatasi tantangan yang ada, pemerintah dapat lebih efektif dalam
membantu migran keluar dari kemiskinan dan mencapai integrasi yang sukses dalam

masyarakat baru mereka.
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Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk

memperbaiki kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga

negara asing. Saran-saran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program integrasi

migran dan membantu mereka beradaptasi dengan lebih baik di negara tujuan.

Perbaikan dan Penyesuaian Program Integrasi

a.

Sesuaikan Program dengan Kebutuhan Lokal

Ager,A.,& Strang,A.(2008). Dalam jurnalnya yang berjudul Understanding
Integration: A Conceptual Framework.Journal of Refugee Studies,21(2),166-191.
Menyatakan bahwa Program integrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
migran dan pengungsi. Ini berarti, pemerintah perlu memahami lebih dalam latar
belakang dan tantangan yang dihadapi oleh migran untuk merancang program yang
relevan. Program harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lokal yang terus
berubah agar lebih efektif membantu migran beradaptasi dengan lingkungan baru
mereka. (Phillimore,J.(2012). Implementing Integration in the UK: Lessons for
Integration Theory,Policy and Practice. Policy & Politics,40(4),525-545.)
Gabungkan Dukungan Sosial dan Ekonomi

Program integrasi yang sukses biasanya menggabungkan pelatihan
keterampilan, bantuan pekerjaan, serta dukungan sosial seperti akses ke layanan
kesehatan dan pendidikan. Dengan menyediakan dukungan yang menyeluruh,
migran bisa lebih mudah menyesuaikan diri dan memperbaiki kondisi ekonomi
mereka. Integrasi layanan sosial dan ekonomi ini penting untuk memastikan migran
mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan secara lengkap dan terkoordinasi.
(Bakker,L., Dagevos,J.,& Engbersen,G.(2014). The Importance of Resources and
Security in the Socio-Economic Integration of Refugees. Journal of International
Migration and Integration,15(3),431-448.) (Dempster,H.,& Hargrave K.(2017).
Understanding Public Attitudes Towards Refygees and Migrants.London: ODI)

Meningkatkan Kerjasama Multi-Sektor

Libatkan Organisasi Masyarakat dan Sektor SwastaPemerintah perlu bekerja sama
dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk
meningkatkan efektivitas program integrasi. Kemitraan ini bisa membantu
menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan migran.

Keterlibatan berbagai pihak dalam penyediaan dukungan ini dapat memperbaiki
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hasil kebijakan dan lebih banyak membantu migran. (Papageorgiou,A.(2023).
Access to Social Services for Immigrants:Comparative Insights from
Scandinavia.Social  Policy & Administration,57(1),45-62.)

Ajak Migran Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Melibatkan migran dalam perencanaan kebijakan bisa meningkatkan relevansi dan
efektivitas program. Pemerintah harus menciptakan forum atau platform yang
memungkinkan migran memberikan masukan tentang kebijakan dan layanan yang
mereka butuhkan. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-
benar sesuai dengan kebutuhan mereka. (Reitz,J.G.(2014). The Integration of
Immigrants in Canada: A Model for Other Societies? International Migration

Review,48(2),295-334)

Mengatasi Diskriminasi dan Mempermudah Akses

Terapkan Kebijakan Anti-Diskriminasi yang Kuat

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan anti-diskriminasi diterapkan secara
efektif. Ini penting untuk mengatasi diskriminasi di pasar kerja dan memastikan
bahwa migran mendapatkan kesempatan yang sama dengan penduduk lokal.
Kebijakan yang jelas dan tindakan tegas terhadap diskriminasi akan membantu
migran mendapatkan perlakuan yang adil. (Heath,A.F..& Cheung,S.Y.(2007).
Unequal Chances: Ethnic Minorities in Western Labor Markets.Oxford University
Prees.) (Kogan, 1. (2016). Integration Policies and Immigrants' Labor Market
Outcomes in Europe. Sociological Science, 3, 335-358.)

Permudah Akses ke Layanan dan Dukungan

Mengatasi kemiskinan juga memerlukan akses yang lebih mudah ke berbagai
layanan sosial. Pemerintah harus menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan
bantuan sosial dan memastikan bahwa informasi tentang hak-hak dan layanan
tersedia dengan jelas. Menghilangkan hambatan bahasa dan budaya juga penting
agar migran bisa mendapatkan akses yang mereka butuhkan tanpa kesulitan.
(Castles, S., & de Haas, H. (2020). Integration Policies in Europe: Comparative
Studies and New Models.Journal of Migration Policy and Practice, 15(1), 25-43.)
(Stewart, E. (2021). The Role of Local Government in Migrant Integration: Case
Studies from Europe. Urban Studies, 58(5), 985-1004.)



211

Kewarganegaraan dan Kemiskinan : Kebijakan Pemerintah dalam
Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Warga Negara Asing

Tingkatkan Sumber Daya dan Kapasitas

Sediakan Anggaran yang Cukup untuk Program Integrasi Pemerintah harus
memastikan bahwa dana untuk program integrasi memadai dan konsisten. Anggaran
yang cukup diperlukan agar program dapat berjalan efektif dan menjangkau semua
migran yang membutuhkan bantuan. Dengan alokasi dana yang memadai, program-
program ini bisa memberikan dukungan yang lebih baik dan lebih luas. (Ruhs, M.,
& Anderson, B. (Eds.). (2010). Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages,
Immigration, and Public Policy. Oxford University Press. 25 OECD. (2018).
Indicators of Immigrant Integration 2018: Settling In. Paris: OECD Publishing.)
Latih Tenaga Kerja yang Terlibat

Petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus mendapatkan pelatihan
yang tepat. Mereka perlu memahami tantangan yang dihadapi migran dan cara
memberikan dukungan yang efektif. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan
komunikasi lintas budaya dan pengetahuan tentang layanan yang tersedia untuk
memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan migran. (Berry,
JW. (2001). A Psychology of Immigration. Journal of Social Issues, 57(3), 615-
631.) (Gagnon, J. (2020). Policy Network Approaches to Migrant Integration: Case
Studies from Canada and Australia. Journal of International Migration, 28(4), 278-
302.)

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Kembangkan Sistem Monitoring yang Efektif

Penting untuk memiliki sistem monitoring yang baik untuk mengevaluasi dampak
kebijakan integrasi. Pengumpulan data yang menyeluruh tentang bagaimana
program berjalan dan seberapa baik hasilnya akan membantu memperbaiki
kebijakan yang ada. Data ini harus digunakan untuk menyesuaikan kebijakan agar
lebih efektif dalam membantu migran. (Papageorgiou, A. (2023). Access to Social
Services for Immigrants: Comparative Insights from Scandinavia. Social Policy &
Administration, 57(1), 45-62.) (Bevelander, P., & Pendakur, R. (2014). The Labor
Market Integration of Refugees and Family Reunion Migrants: A Comparison of
Outcomes in Canada and Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(5),
689-709.)

Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Kebijakan

Evaluasi kebijakan secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan
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tetap relevan dan efektif. Pemerintah harus melakukan penilaian berkala dan
mengumpulkan umpan balik dari migran serta pemangku kepentingan lainnya. Ini
akan memastikan bahwa kebijakan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan
migran dengan lebih baik. (Gagnon, J. (2020). Policy Network Approaches to
Migrant Integration: Case Studies from Canada and Australia. Journal of
International Migration, 28(4), 278-302.) (Phillimore, J. (2012). Implementing
Integration in the UK: Lessons for Integration Theory, Policy and Practice. Policy
& Politics, 40(4), 525-545.)

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki
kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing dan
membantu mereka lebih sukses dalam proses integrasi ke dalam masyarakat baru
mereka. Kebijakan yang responsif, inklusif, dan melibatkan berbagai pihak akan
lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan migran dan mengurangi kemiskinan.

Tentu! Berikut adalah daftar pustaka yang mencakup berbagai sumber, termasuk
buku, jurnal, laporan, dan artikel berita yang relevan dengan topik kebijakan
pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kalangan warga negara asing. Daftar
pustaka ini dirancang untuk memberikan perspektif luas dan mendalam mengenai

kebijakan migrasi dan integrasi.

4. PENUTUP

Uraian di atas telah membawa kita, bangsa Indonesia, untuk tidak mengulangi
langkah-langkah politik yang keliru yang cenderung lebih menekankan kepada kekuasaan
dengan menomorduakan rakyat dan masyarakat dalam sistem kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pengakuan terhadap hak-hak individu yang didasari rasa tanggung jawab harus
ditambahkan. Penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta lebih
menekan lagi pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus sudah mulai menjadi dasar-
dasar kebijakan nasional dengan senantiasa membuka diri terhadap perubahan global dan
dengan respon yang dilakukan secara cerdas.

Semua itu hanya mungkin dapat dicapai jika dilakukan perubahan paradigma
terhadap PKn. Paradigma baru tersebut menuntut diakukannya redifinisi dan revitalisasi
implementasi konsep PKn sehingga benar-benar menjadi sebuah wadah yang dapat
membangun dan mengembangkan berbagai kemampuan warganegara agar dapat lebih
sensitif, proaktif, inovatif, dan kreatif, serta cerdas sehingga dapat berpartisipasi secara

aktif dan efektif dalam kehidupannya sebagai warganegara dan warga masyarakat.
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Redifinisi dan revitalisasi pengertian serta tujuan PKn akan mendorong lahirnya
paradigma baru PKn. Paradigma baru tersebut harus disusun di atas pilar-pilar demokrasi
yang akan mendukung nuansa demokratis yang saat ini telah berkembang di masyarakat.
Paradigma baru PKn tersebut menuntut adanya perubahan dalam seluruh aspek
pembelajaran PKn dimulai dari tujuan sampai pada pengembangan bahan ajar, metode

mengajar, dan penilaiannya.
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